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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan peran Perwakilan ORI DIY sebagai lembaga pengawas eksternal 

terhadap BBPOM Yogyakarta selaku penyelenggara pelayanan publik dalam 

bidang pengawasan obat dan makanan telah memenuhi tupoksinya sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 

tentang ORI. Berdasarkan keterangan yang didapatkan Perwakilan ORI DIY 

dari BBPOM Yogyakarta diketahui bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta 

hingga saat ini dapat dikatakan aman dari penyebaran obat sirup yang 

tercemar kandungan etilen glikol dan dietilen glikol melampaui ambang batas 

aman. Selain itu, Perwakilan ORI DIY terus melakukan pengawasan dan 

meminta perkembangan informasi mengenai langkah-langkah pencegahan 

yang dilakukan BBPOM Yogyakarta agar masyarakat wilayah DIY dan 

peredaran obat serta makanan khususnya obat sirup tetap terjamin mutu, 

kualitas, dan kemanan kesehatannya.  

2. Hambatan yang terjadi selama Perwakilan ORI DIY melakukan pengawasan 

terhadap BBPOM Yogyakarta, berupa hambatan pada segi hierarki dan 

kurangnya pemahaman tupoksi Perwakilan ORI DIY dari instansi 

pemerintah, seperti kepolisian. Akan tetapi, Perwakilan ORI DIY telah 

melakukan upaya pendekatan dan koordinasi dengan POLDA DIY untuk 

memberikan pemahaman mengenai wewenang Ombudsman agar memiliki 
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kesamaan pemahaman. Selain itu, Perwakilan ORI DIY juga terus memantau 

perkembangan informasi dari ombudsman pusat mengenai hasil kesimpulan 

kasus obat sirup yang tercemar kandungan ED dan DEG melampaui ambang 

batas aman. 

 

B. Saran 

1. Proses untuk mengeluarkan hasil kesimpulan dan pemberian arahan dari 

Ombudsman (pusat) kepada Perwakilan ORI DIY mengenai ada atau 

tidaknya pelanggaran yang dilakukan BPOM termasuk BBPOM Yogyakarta 

selaku Unit Pelaksana Teknis dibawah BPOM perlu ditingkatkan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara ombudsman pusat dapat meminta perwakilan 

anggota pada setiap perwakilan ombudsman di provinsi untuk ikut serta 

melakukan pengkajian di Ombudsman pusat dan dilakukannya rapat besar 

ORI dengan melibatkan para perwakilannya, sehingga setiap perwakilan 

khususnya Perwakilan ORI DIY dapat memberikan kepastian hukum kepada 

BBPOM Yogyakarta dan masyarakat DIY mengenai hasil akhir dari kasus 

obat sirup tersebut. 

2. Perwakilan ORI DIY sebaiknya terus melakukan koordinasi dan penyuluhan 

kepada instansi-instansi pemerintah, seperti kejaksaan, kepolisian dan 

pengadilan agar memiliki kesamaan pandangan dan semakin meningkatnya 

pemahaman tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan oleh Perwakilan ORI 

DIY. Selain itu, perlu adanya keterbukaan informasi melalui media sosial atau 

website dari Perwakilan ORI DIY mengenai pengawasan yang dilakukan 
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terhadap BBPOM Yogyakarta agar masyarakat DIY dapat mengetahui 

perkembangan dan ikut serta mengawasi BBPOM Yogyakarta selaku salah 

satu penyelenggara pelayanan publik dalam bidang pengawasan obat dan 

makanan di Yogyakarta. Perwakilan ORI DIY juga harus tetap melakukan 

pengawasan secara signifikan terhadap pengawasan obat sirup yang 

dilakukan BBPOM Yogyakarta sebab meski belum ada kasus yang terjadi di 

DIY ataupun produksi obat sirup dari IF yang berada di wilayah DIY aman 

tetap perlu langkah pencegahan sebagai antisipasi agar kasus obat sirup 

tersebut tidak terjadi di DIY. 
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